
28 
Vivi Ariesthia Hani, 2021 

PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK TERLANTAR MELALUI PENGANGKATAN ANAK  

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum 

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Hasil pembahasan permasalahan diatas, diperoleh kesimpulan: 

1. Perlindungan hokum terhadap anak terlantar dapat diberikan melalui 

perlindungan secara formal dan non-formal. Secara formal, dilakukan 

dengan menampung anak-anak terlantar dalam suatu Lembaga Sosial 

milik pemerintah maupun masyarakat yang selanjutnya, diberikan 

kebutuhan dasar hidupnya (makan, minum, tempat tidur yang layak, 

dsb.) pendidikan formal, kursus ketrampilan untuk dapat memenuhi 

hidupnya secara mandiri, jaminan Kesehatan, dan bimbingan 

keagamaan. Perlindungan secara non-formal dapat dilakukan dengan 

memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menyediakan tempat 

penampungan anak terlantar yang hidup dijalanan, mengupayakan 

jaminan Kesehatan, dan pendidikan non-formal yang berijazah(paket 

A, B, C), serta kursus ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara layak. 

2. Pengangkatan anak terlantar yang dapat memberikan perlindungan 

hak-hak keperdataan anak terlantar adalah melalui pengangkatan 

anaksecaraformal dan non-formal. Hal ini untuk memberikan 

perlindungan anak dalam aspek mental, fisik, dan sosial, baik dari 

orang tua, masyarakat, maupun negara. Secara non-formal, 

perlindungan hak anak-anak terlantar dapat dilakukan dengan cara 

menjadi orang tua asuh. Cara ini dapat meningkatkan kualitas anak 

terlantar agar mandiri dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta 

dapat melindungi hak-hak keperdatannya untuk mendapatkan 

pendidikan formal dan identitas domisili berdasarkan tempat tinggal 

orang tua asuh. 

 

B. SARAN 

Negara melalui Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab dalam 

mengatasi ataupun menangani masalah sosial anak terlantar. Hal ini untuk 

mengurangi jumlah dari anak terlantar khususnya untuk memenuhi hak-haknya. 

Aspek perlindungan hukum terhadap anak terlantar seharusnya juga menjadi 

perhatian Pemerintah Daerah. Dalam menyusun Peraturan Daerah seharusnya 

memperhatikan anak terlantar untuk untuk mendapatkan jaminan perlindungan, 

kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial lainnya. 
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